PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 70 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

diubah beberapa kali, terakhir dengan
mizrmmmwmm

Undang-Undang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
mwmmmx

3 WWHTMMMW
informasi  Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik \ndonesia Nomor 4846),



Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2009
112. Tambahan Lembaran Negara Republik \ndonesia
5038).

5 Undang-lndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
' Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tenlang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Neger
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA LAYANAN
INFORMAS! PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN JEPARA
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

. Bupati adalah Bupati Jepara
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Jepara

5
j
|
E
5

atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5 MWMMMMIMM
wmﬁnhﬁubﬂmhﬂmhﬂuﬂmmﬂhﬂ
permohonan informasi  Publik sebagaimana diatur dalam Undang-

ummurmmmmmwm



9. Komisi Informasi adalah Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengkela Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau
Ajudikasi nonlit igasi_

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjuinya disebut

11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya

12. Meja Informasi adalah lempat pelayanan informasi publik serta berbagai

13. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara

(1) Maksud dari Peraturan ini adalah:

a. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses
Informasi Publik

b. menjamin terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi Publik

(2) Tujuan dari Peraturan ini adalah:

a memberikan standar bagi Badan Publik di lingkungan Pemerintahan
dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik:



(2) Badan Publk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

(3) Lembaga, badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi belum tercantum pada Lampiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dianggap sebagai Badan

BAB IV
PENYELENGGARA INFORMASI

Pasal 4

penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik adalah PPID.

Pasal 5

(1) PPID mempunyai kewajiban — yang meliputi:
a membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi
untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
b. menetapkan dan memutakhickan secara berkala Daftar Informasi
mumwmmm

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
dibantu oleh PPID Pembantu



(1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan
seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten yang

{SJWrmmmmmmm:
a pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efekii
yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik
dan benar serta mudah dipahami.

(4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
a MﬂmmmmMMMM

n.wwm fungsional dan/atau petugas

{51mmwwmmmwm
Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar
mmwmmwm
apabila permohonan Informasi Publik ditolak.



dijalankan dﬂnwmmPub&mukm-kumwm
atas



kas dan catatan atas laporan keuangan yang
dengan standar akuntansi yang beriaku
investasi

akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdin

Informasi Publik yang diterima
mwmmmmim

8 informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
mmmmmmmmﬂm
Publik yang bersangkutan;

8 mmemmei
wmmmwﬂ;

1u.ﬂmmmmmmmmm
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.



(4) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi
mmwmmmmﬂwﬂ
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memastikan pelaksanaannya

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 13

msmnumm-ﬂmmmmmm
yang sekurang-kurangnya terdin atas:
1 Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor
b. ringkasan isi informasi
C. mmmmmmm
d. Wmmmm
e waktu dan tempat pembuatan informasi
f. bentuk informasi yang tersedia
g MMWMMW






MWMMWMMW_

(1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi terlebih dahulu sebelum
menyatakan

{2}”MWWMMW[HWM
wmmmmmmm
WMWMWﬂm

(3) Pernyataan sebagaimana
secara tertulis dalam surat

mmmu}mmmdw
wmmmm



s 7

suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses
publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik

muﬁmmmwmmmmuﬁh
memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan
atau diaburkan

Pasal 18

(1) Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

[Z}me tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka wakiu pelayanan
informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB V

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat
dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.

(ZJmmmnmﬁmmmmmmm
a. pengumuman Informasi Publik; dan
b. penyediaan Informasi Publik berdasarkan permohonan.
Bagian Kedua
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
Pasal 20

{1}M1Tﬂﬂmmmmmm

(2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
mm-wmmwpum
diakses oleh masyarakat.



Pasal 21
1) Badan Publik mwwﬂwm
p i dimaksud dalam Pasal 12 dengan menggunakan hahasa yang

mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya
penundaan.

(2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan
secara berkala informasi mmwwmw

(3) Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau membuat perjanjian
dengan pihak ketiga terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam
hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum wajib:

a. mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan darurat kepada pihak-
pihak yang berpotensi terkena dampak; :

b. menyediakan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari
penyebarluasan informasi keadaan darurat.

Bagian Keti
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan

Pasal 22

Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang
dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi
Publik

Pasal 23
(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon wajib:
a. mengisi formulir permohonan; dan
b. membayar biaya salinan dan/ atau pengiriman informasi yang dibutuhkan.

(3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan
untuk dicatat dalam formulic permohonan.

(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
sekurang-kurangnya memuat’

a nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan
Informasi Publik di registrasi;

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/e-mail,

{EJFMWMMMM{ZJM_M (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampican Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.






(3) PPID waijib memastikan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan

(4) PPID wajib memastikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud
pldﬁqﬂﬂ)danu}mmwmm
dimaksud dalam Pasal 24

' Pasal 26

mmnmibmmmmmmm
Badan Publik atas setiap permohonan Informasi Publik

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat -
a Informasi Publik yang dimohonkan adalah berada di bawah
penguasaannya ,
b Badan Publik tertentu yang menguasai atas informasi yang dimohon |
¢ menerima atau menolak permohonan Informasi Publik berikut alasannya;
d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;
n.MMquMMlWPﬂm
f waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi Publik yang
dimohon;
g.mmpummmmdmm
ada; dan

h. penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum
dikuasai atau belum didokumentasikan.

(mmmmmmmmmmm
seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib menyampaikan
wm&mmmwﬂﬂ)m
dengan Informasi Publik yang dimohon.

(4) Dalam hal informasi Publik yang dimohon, diputuskan untuk diberikan baik
mmMWmmm:ﬂpﬂm
dilakukan, PPID aﬂwwmmnﬁm
MMMMWWMWWM
yang diatur dalam Peraturan ini



Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh
PPID mmwmmmwm

(7) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Wmmmwpﬁgmmlem

{1zwmmmwmmwmm
mmmm (6) terdapat pada Lampiran VI sebagai
hﬂnmmwmﬁmﬂ

b. biaya pengiriman Informasi Publik; dan
c. biaya pengurusan mmwm;ﬂmﬂw
terdapat informass pihak ketiga.

(3) Standar biaya m pada ayat (2) ditetapkan






.

) wmwmﬂlmmm
Bupati melalui PPID. ‘

keberatan mdwpﬂm (1) dapat dikuasakan

{31mewmmmmmmm

(E)FMWMMMMMW[S}W
mmmwmmwy-umw
dari Peraturan ini.

{E}Fmﬂhnuﬁkmmmmmﬂ}huﬂu

dalam hal Badan Publik menyediakan sarana pengajuan keberatan
melalui alat komunikasi elekironik.
Pasal 33
(1) wm%mmmmwm

{zjwwmmuwmmmmw
memuat



a

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jjawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan;

d. Wmmnmmmmmm
seluruh lmmmmmmmm;m

e. wmmmmdwmm
d.

{3}Pmnmnmmupummmmmmm
(1}Mmmwmm.

Pasal 35

[1)PMNWMMMmmm
mwmmwmpﬂnmm
pgundumpuw sengketa Informasi Publik kepada Komisi
Inhﬂmimmu{unpﬁbahﬂhﬁmuhkdm
WMPFID.

{z}Tnmwmdew lebih lanjut oleh Komisi
Informasi



BAB VIl
I.APDRAHDAHEVALUASI.
Bagian Kesatu
Laporan
Pasal 36

(1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, antara lain:
1).sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki
beserta kondisinya
2)sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi
Publik beserta kualifikasinya
3). anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya;

c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik yang
meliputi:
1). jumiah permohonan Informasi Publik
2). waktu yang diperiukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu
3)jumiah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:
1). jumiah keberatan yang diterima;
2). tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
oleh badan publik
3).jumiah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

yang berwenang
4) hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi
yang berwenang dan pelaksanaanya oleh badan publik
5). jumiah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan
6). hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi
Publik;
f. rekomendasi dan rencana ftindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelayanan informasi.

{3}Bﬂ1mmmmmlﬂt{ﬂm bentuk:

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
Informasi Publik yang waijib tersedia setiap saat.



Pasal 37

Salinan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 pada ayat (3) disampaikan kepada Komisi informasi.

Komisi Informasi.
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 38

(1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan Informasi
Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud 1) disampaikan kepada
Bﬂmmmmmnr : 4 i

BAR UK
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
(1) Permohonan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan pada
saat Peraturan ini mulai berlaku, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur
Mnmmmw“ﬂhwm

(2) Sengketa Informasi Publik yang terjadi sebelum Peraturan ini mulai berlaku,
diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

mwmmwmmm
mmmmmnn&dwmmmm
wmwmmmmﬁ

Pasal 41
Dalam hal belum terbentuknya PPID padaa saat Peraturan ini mulai berlaku,

mmwmmmwmm



Ditetapkan di Jepara
Pada w' 23 DC&CM &"" 2“1“

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 23 Qacmbic 2010

SEKRETARIS DAERAH AKABUPATEN JEPARA

PENELITIAN SURAT
JABATAN PARAF
Sekretans Dasrabh s

(Asisten! = |

M‘l:'i- L.

Kasubag :
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Badan Publik di Jepara
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17. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Kebersihan

18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19. Inspektorat

20. Badan Kepegawaian Daerah

21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22. Badan Pemberdayaan Perempuan dan

&

rﬂggﬁzg

Dinas Pertanian dan Peternakan

7. Dinas Kesehatan

8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Keluarga Berencana
23. EEE&E%EE
24

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Kelautan dan Perikanan

13. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15. Dinas Koperasi UMKM nn:wnann.o_.nl.

32
16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 33
Aset Daerah
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Lampiran 11
PERATURAN BUPATI JEPARA

B L e R T e

PEMNELIT LA SURATY
i JACATAN T PARAF_|
g Sekretarls | W .
Asistan | olibi e
BAJAN VLW ’ 1
~ KETERANGAN: e s

*Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, i
tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini,



Lampiran 111
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMBIOE Y % it >

Tanggal

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)

Logo [nama badan public dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

badan
publik No.Pendaflaran (diisi petugas)® : .

Nama i T O LR P P i
Alamat -
BT ST TI T T T B T L LT T R R R L e ] L
PR ———————— e T TR P S R R R e et b h Ll b b
Nomor telepon /e-mail
Rincian Informasi yang dibutuhkan
- -
s
" inf v
Tujuan penggunaan informasi ST R IR, |+ L Sl O e

---------------------------------------------------------------------------------------------

(] Mchhaﬂmmbma.mmdcnprkmr‘nmm s
O Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
O Mengambil langsung

Cara memperoleh informasi ** e L.
2.
1.
2. O Kurir
3.
4.
&

Cara mendapatkan salinan informasi

0 Pos
O faksimili
O E-mail

Petugas Pclayanan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)

R N | { crrsanerretnsissrsismsssstnsisstinssssssis )
nama dan tanda tangan nama dan tanda tangan

Keterangan

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomorregistrasi permohonan informasi publik
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (¥)

*** Coret yang tidak perlu

PENELITIAM SURAT

| JABATAN | PARAF
| Sekretaris T T Tﬁ;—
Asisten | "

| Kepas | " E HENDRA MARTOJO
Kasut
H E r i. B 5 v i




_ Hak-hak Pemohon
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

pencgakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
kepuﬁmnhahmmmlnumummmmmmmpﬂth—m
mukhhmmwaﬁmmg;Mmgmigkapnhasiapﬁbadi:anm- '
Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirashasiakan kecuali ata
Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didok :
IL. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASUPPID. Bila tanda bukt pe
informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin
informasi anda kurang lengkap.
I!l.PmmhmhformﬁbﬂhnkmmdepﬂuhuiﬂhummﬁsmdMM' _
permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja scjak diterimanya permobonas
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban
MMEI:THMWM:MMMMHMMM&MM
mwmmwmgmmmmmmﬂﬁiﬂﬂ
W.Ehynmdﬁmkmhagipaminmm;uﬁmhfmmﬁbeﬂmkmmwﬂ
Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

shsamEn s

V. Amhih&mmw&dakpwdﬂngmkmmwhﬁk[mﬁ:m e
Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat
keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib membenian taaggzpes
tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi sclambat-lambatnya 30 (tiga peluh) hari kenja
sﬂﬁwmnyamajmke&mdﬂmngimkm

V1. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi
dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja

_L‘_qfﬁmmmwmnhhwmmwmﬂmbﬂk

A




Lampiran

Blti*) ies . PERATU
| Nomor
Tanggal

B e T T - o —

COMEGISTER PERMOBONAN INFORMASI PUBLIK *

..Jﬂm__,__ 3§
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~adnm Aelon!

PENELITIAM SUR!
JABA T/ T pr
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" Lampiran V
memn BUPATI JEPARA

{T—- [nama badan public dan alamat, nomor telepon,faksimili.cmail (jika ada)]
v PEMBERITAHUAN TERTULIS

| publik

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ....... bulan ....... tahun ........... dengan nomor pendaftaran *
........................... Kami nwnynmpmkm kcpada Saudam’i
~Nama L S s PO PPP—

FPRLARPETTEPPTRee e e TR TT TR T TR RS AR SR A S S S S L L LA ALl L L At
No. Telp/E-Mail
Pemberitahuan sebagai berikut :

A_ Informasi Dapat Diberikan L

‘No | Hal-hal terkait Informasi Publik | Keterangan ‘;
| | Penguasaan Informasi Publik** | O Kami 1

0 Badan Publik yang lain, Yaith ...........ccomiimmimmommerssnne:

AAEE AR R R

"2 | Bentuk Fisik yang tersedia ** | O Soficopy (termasuk rekaman)
'O Hardcopy/salinan tertulis.
Biaya yang dibutuhkan *** 'O Penyalinan | Rp........ . X .....(jml lembaran) =Rp. ..........
O Pengiriman Rp
O Lain-lain | Rp...oooovsnnenn
Jumlah B eeeceroas
4 | Waktu penyediaan .. hari
Pﬂ'ljdm pmghmmm’pcmm Infhmmi ymg dimohon **** (tambah dcngan kertas bila

[ws

L¥

B. Informasi tidak dapat diberikan karcna : **
O Informasi yang diminta belum dikuasai
O Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu .............. *****

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Nama dan Tanda Tangan
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PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor =

Tanggal R W

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID
TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAPDUA)

T— [nama badan public dan alamat, nomor telepon, faksimili.email (jika ada)]
’ by o SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
publik

No. Pendaftaran® : ...
Nama i iatressarssrartiestiiosist dloniherypenndhmmorsesesiiee et ol e et e
Alamat S it s T S e S St bt SR e e St et e
No. Telp/E-Mail 2 srsrrsssitainsitrieitsrsassistsrstesseasaotessasssmesibsto et ) FOT
R e S RIN GUPUTHED : ........c.ccr s e

...........................................................................................................

...........................................................................................................

| INFORMASI YANG DIKECUALIKAN —|

Pengecualian
Informasi didasarkan : 0 Pasal 17 huruf ......... UU KIP **

pada alasan
O Pasal ...... Undang-Undang ..., ***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal diatas,membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi
scbagai berikut : .

T

- PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK —|
JihPcmhﬁnusiMmlmmI&miuiMmemmmcnﬂjum
keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat
Keputusan ini.

F;j.hﬂr [ - d;. .m.u,]
(PPID)

( Rbdidadidisl! ‘ll“m“\quw“s“h‘u‘j
Nama dan Tanda Tangan
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FORMAT FORMULIR KEBERATAN .
(RANGKAP DUA) : b leggn:]

|nama badan public dan alamat. nomor telepon, lhkshnumlﬁih Idl‘ll
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFOMI

A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN
Nomor registrasi keberatan D rssstibesmivisiissiiiniserii iR (diisi Petugas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi - ..
Tujuan Penggunaan Informasi -
Identitas pemohon
Nama
Alamat
Pekerjaan RS NEIESE T ORI - O o v S W U 5. o
Nomor Telepon OO S RSURP DS S ERLs. SO A E S R0 OO AN
Identitas Kuasa Pemohon **
Nama et
Alamat R R N o Bl SR I S

Nomor Telepon g W
B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ###*
a. Permohonan informasi ditolak.
b. Informasi berkala tidak disediakan.
¢. Permintaan informasi tidak ditanggapi.
d
e
f

. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
. Permintaan informasi tidak dipenuhi.

. Biaya vang dikenakan tidak wajar.
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu vang ditentukan.
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila periu)

...................................................................................................................................................................

bin.thn) fdiisi oleh petugasj****
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

........................ (TEMPAL), .........o.orsrsmsssssssssenss (12 O, they) **%%
Mengetahui, ******
Petugas Informasi Pengaju Keberatan
(Penerima Keberatan)
Nama & tanda tangan Nama & tanda tangan
. BUPATI JEP, .
PENELITIAN SURAT ;
JABATAN | PARAE > \
R Dheah | ] T S ¥
HENDRO MARTOJO
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** . ldentitas kuasa pemohon diist jika ada kuasa pemohonnya dan melampirs
*** . Sesuai dengan Pasal 35 ULLKIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai

vang diajukan

**** - Diisi sesuai dengan ketentuahjangkn wakta dalera UW KIB/ 5101

**+*+ . Tanggal diisi dengan tanggal ditcrimanya pengajuan keberatan yaitu sejak
lengkap sesuai dengan

wwmnon Jemels neb otldog asbed o |

reeee Db A e i,k ol ket e

AL TAATHTA VATLADVAT 124
Jp— T neigradad irevizigo 10
tecomolal aenodoms®] nereftcbns' vomoel®
ienmmiolal nesnuzgos’l osojeT
nodomaq extitnahl
wms ¥
tamel A

nonjrads’
noqals 1 womo
“* aodoms gzeu A mritnsbl
mine
thinnl A

noqalaT wimol
“ou LATARTHIA #ATLADHTY FAZA IR B
dslotib resmctni nesodoms® 8 | )
nodsibazib dabit aladrod tesmmainl 4
iqugunatib dsbit iesmolnn nesiolnms '
il b gnoy snemisgsdse dsbi iqeggnetib esmoim nostmieme®

a4 -
b I
iduoaqib dsbi) fzsrmolm nesinirms 9
winw Asbi) nedensdib gnev syl 3 3
3

L

nedvinatib gney widee sdyns] ididslam nedisgmezib izemnotal

dezgd smial neAgesu G¢ne & nneqeugnel nsb nevarhaq as nolingome:

Feses vl nid dm Agmn))

- e — . —————— -
AATTIES




i

! negnEiaiaA
nedead

smnsib nelsradaed leggne g
wenseouAd vets\neb nmersdsd neduisgnom

izsaenotnl nodoms9 26 i) nob qedyns| Mmsls ye

tesrmolnl nodoms' hamsuslulse noqslanilimiedst nogalst 1imnon) do :_:\’E—EE’}H}Z-

34 izevzigsn 1omon gos

e Ailldu'l zsmmolnl nodomad smel neun

AN HUPATI JEPAR,
-___.;:_... T
i-:::._:._ "

= w_.

minst 12 temell,

oA 1omo v

oA :__ﬂ;

A (O]

2ol 1guese (v) chasy nediisdnsm n 'l nuexlp
sreniierbrarmh !.ﬂ:ﬂﬁrlc.
L"_qh_; lzgrmyolnl ooedug
buednorub pafrm I neAedebreyd dermoln :_.H___:::....,_ eftn nednlony
L FII|GTTU WSPR TR O EETNPTONN NP IPPON SR S et - et
ke .__g;_._:.___:—h fnneAkiboeib dubl « i o
LEBOTIONNI 1 gl .“_._“ BYnrgEguaneib Acbyl =2k |
._..._:h TE SO AT TR T TIT T
i nestairmoaq svnidunsgib dsbi’l
Wi Anbi} gnev svsid nusnaupsd
TITA WY T 7 T R TTTAT IGID YnEy uidi Agas| ididalsm gnev Jzarmolni e T TR
Hldu® resemolnl nesdodiars A
1199 1A dalo hdmmb gney nezutuged m Lokl
1!-.-1_._:._\.2 m:_ﬁ‘.—.
netgrsdad 2618 ni QES LG nerrsdy : ﬁli ..«:..ﬂl
abe gney¢ negnenswsd negnob isues ™

nequggost noAnsdmam neds gney |

M99 aszsie ilidvwsm Auaw duinutib
(M9 neemIA neutugs A este dildu

tesrmolnl nodaoms

AT

o3 vom :I:Kl
mu.um.mf.___: ! _r:\\

g




‘(ldd uesery uesmnday] smu §1qng ISEULOJU] Hotot ;.__I.l.__._
(Il WeSTIR [I{RMatu yrun x_._,...__:_.

vpe Fued urdusuamay ueduap wnsas uededFue ueyuaquIw urye Juud
ueyiagay sue undeddum v

4:—. 'l

Suwpup)-Suepu)) wepp mep Jued nyEms eyFuel ipgapau Jued v
mfea yepn Juek

ISeULOju teu i

mutanp Fued supunpingas dudiueis epn e
ISRULOJUT R il vl

RIENIAG ISTULIOJU _-_a

FUGN 1SeULOju] uREnQIANR Y Funpl; |-duepiy

prsyep .EuE.nmﬂ_.m upEn2aAUd URSE[E URIESTPIA] ISTLOJUL uriid a .
.‘ - i.—. Y L R Rl -

_‘._

}
(ETETE jﬁi&%ﬁ%hnﬁfﬁn_ -.Ep:T : o

.o.f...t._:.-_

ii [(GUENEIGIES 5;323:...&&.&::5 ) EEE:E_E .

‘IseuUopu] woyowa g sepal uep duydual i e / ;
igi!ﬁux ueynfefuaw Sued yiqng seuuoju U] uoyowa | W WY 1 | 9uREy N
BUILIDJIP UGN _____::_l__!i!! HowoL AR ._,,
wepe1oqa tsRnSTal JOwoN NI [HY BV | 10

(] T TOSET R u_ _‘_.E_._l v

4
U- L _ _ ~ v '
. J AT e e dy ey



